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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, terkait 

pengaruh penerapan SPI, transparansi dan kompetensi SDM terhadap kualitas 

LKPD Kabupaten Biak Numfor, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Hipotesis Pertama (H1) diterima dan dapat disimpulkan bahwa penerapan 

SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten 

Biak Numfor. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi penerapan sistem 

pengendalian intern sebesar 0,005 < 0,05 dan nilai koefisien regresi 

menunjukkan arah koefisien positif yaitu 0,175. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwasanya dengan diterapkannya SPI yang dilakukan oleh 

pimpinan kepada seluruh pegawai melalui lingkungan pengendalian, 

pengendalian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta 

pemantauan dan pengendalian intern yang dilakukan secara berkelanjutan 

akan mendukung pemerintahan yang bertanggung jawab sehingga dapat 

memberikan keyakinan memadai terhadap kualitas LKPD Kabupaten Biak 

Numfor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pengendalian 

internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah 

yang dihasilkan. 

2. Hipotesis Kedua (H2) diterima dan dapat disimpulkan bahwa transparansi 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Biak 

Numfor. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi transparansi sebesar 

0,001 < 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah koefisien positif 

yaitu 0,299. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya transparansi pada 

pemerintah Kabupaten Biak Numfor mencakup informatif laporan 

keuangan, keterbukaan informasi keuangan dan pengungkapan laporan 

keuangan yang lebih handal dan akuntabel, akan  meningkatkan kualitas 

LKPD Kabupaten Biak Numfor. 

3. Hipotesis ketiga (H3) diterima dan dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD 

Kabupaten Biak Numfor. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi 

kompetensi SDM sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien regresi 

menunjukkan arah koefisien positif yaitu 0,367. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwasanya, kompetensi SDM pada pemerintah Kabupaten 

Biak Numfor telah berjalan dengan baik, yaitu bahwa pengetahuan yang 

luas, keterampilan dalam berkomunikasi baik secara tulisan maupun lisan 

dan mempunyai sikap yang bertanggung jawab, akan meningkatkan kualitas 

LKPD Kabupaten Biak Numfor. 

Dengan melihat kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka hasil pada 

penelitian ini memiliki kesesuaian dengan tujuan yang disusun oleh peneliti. Selain 

bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, penelitian ini juga dapat mengetahui terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil opini pemeriksaan BPK terhadap kualitas laporan keuangan 
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pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Faktor-faktor tersebut adalah 

Penerapan SPI, Transparansi, dan Kompetensi SDM.  

Dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya penelitian 

ini memiliki keselarasan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Hasil uji variabel 

penerapan SPI dalam penelitian konsisten dengan penelitian Pavitasari (2018), 

Pandjaitan (2019) dan Ningrum (2018). Hasil uji variabel transparansi konsisten 

dengan penelitian Liu (2018). Hasil uji variabel kompetensi SDM konsisten dengan 

penelitian Pujanira (2017), Pandjaitan (2019) dan Pavitasari (2018).  

Dilihat dari kesimpulan diatas, maka hasil dari penelitian ini tidak sejalan 

dan tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018) 

mengenai variabel kompetensi SDM yang tidak berpengaruh terhadap kualitas 

LKPD dan penelitian oleh. Perbedaan hasil dari penelitian ini dapat diperkirakan 

karena perbedaan objek dan karakter aparatur pemerintah daerah sehingga 

menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terkait waktu 

pengumpulan data yang memerlukan waktu cukup lama disebabkan oleh kesibukan 

dari para pejabat OPD sehingga waktu pengumpulan kuesioner memerlukan waktu 

yang lebih lama. Selain itu, terdapat kemungkinan timbulnya bias atau kerancuan 

terkait jawaban dari responden, akibat adanya ketidak seriusan responden dalam 

menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner sehingga memberikan 

kemungkinan bahwa variabel tidak terukur secara sempurna. 
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5.3. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan nilai koefisien determinasi ditunjukkan bahwa terdapat 55,4% 

variabilitas kualitas LKPD yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

penelitian. Sehingga bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang 

diduga mempunyai pengaruh terhadap kualitas LKPD. Serta dalam teknik 

pengumpulan datanya dapat dilakukan secara online menggunakan google 

form untuk menghemat waktu pengumpulan data. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, diharapkan agar dapat  

memperhatikan dan mengevaluasi kembali penerapan kegiatan SPI di 

Pemerintah Kab Biak Numfor seperti terkait dengan kelengkapan dokumen 

baik itu bukti pertanggungjawaban maupun penganggaran. Pemerintah 

Kabupaten Biak Numfor juga harus lebih memperketat pengawasan pada 

seluruh OPD agar kelalaian yang menimbulkan kerugian materil dapat 

diminimalisir. Disisi lain, pembinaan dan pelatihan SDM di masing masing 

OPD juga harus dilakukan secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

meminimalisir kesalahan terulang pada periode berikutnya. Dari segi 

transparansi diharapkan juga Pemerintah Kab. Biak Numfor dapat membuat 

menu content TPAD dalam website resmi mereka. Dengan dilakukannya 

semua hal tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari 

laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Biak Numfor. 
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